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DIKALA PANDEMI, KORUPSI DIBAYAR
PENJARA APAKAH SUDAH CUKUP?

Dimasa pandemi ini ketika kondisi sedang sulit-sulitnya, ekonomi sedang
rendah-rendahmya, koruptor masih saja mencar celah. Ingat kasus Juliari
Batubara mantan Menter Sosial yang korupsi dana bantuan sosial? Kalau
Anda ingat, kerugian negara yang diakibatkannya diduga mencapai 2 triliun
rupiah. Atau kasus Pinangki yang walaupun tidak ada hubungannya dengan
pandemi, menyita perhatian banyak masyarakat karena hukumannya
dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dengan alasan kemanusiaan?
Pimnangki adalzh satu dari sekian banyak rendahnya wvonis koruptor di
Indonesia. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun
2005 tren vonis pelaku korupsi, rata-rata tak pernah lebih dan tiga tahun
penjara. Sepanjang rentang waktu Januar =ampai dengan Juni tahun 2020
terdapat 1.008 persidangan korupsi dengan vonis rata rata sebagai berikut:
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Data tersebut tentu sangat memprihatinkan ditengah gentingnya kondisi
negara. Mamun, fakta lain yang tak kalah lebib penting adalah pengenaan
hukuman pokok berupa uang denda dan hukuman tambahan berupa uang
pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi pada prakteknya juga sangat
memprihatinkan. Menurut data dari ICW selama tahun 2020 total denda
vang dijatuhkan majelis hakim hanya berkisar Rp 102 M dan pengenaan
wang pengganti hanya sebesar Rp 625 M, USD 128 Juta dan 5G0 2 Juta.
Padahal total kerugian keuangan negara dalam pantauvan ICW pada
semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39 Triliun Yang lebih
disayangkan lagi, 358 dari 475 terdakwa korupsi pada akhirnya lebih
memilih untuk menjalani subsider kurungan penjara dengan rata-rata
hukuman tidak lebih dari 12 bulan sebagai ganti dari pembayaran denda dan

uang pengganti.

E]S“( Cuma Penggantian denda dengan subsider
d‘L’ - kurungan dinilai tidak sebanding
I “u”-mg... dengan kerugian ekonomi vyang

didapatkan. Karena dalam tindak
pidana korupsi, selain hukuman
pidana pokok, bentuk tanggung jawab
koruptor dengan  mengembalikan
kerugian negara dalam bentuk
materil juga harus dimaksimalkan
apalagi di tengah pandemi seperti ini.
Jika hukuman subsider diberlakukan
dengan begitu mudah rasanvya tidak
cukup adil untuk masyarakat.
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Walaupun denda tidak bertujuan
unftuk mengganti kerugian, namun
pemiberian denda seharusnya dapat
memberikan efek jera. Sayangnya,
tujuan tersebut sering menjadi
terbalik. Pemenjaraan Yang
diharapkan sebagai alat umntuk
memaksa  koruptor — membayar
denda, dewasa ini malah menjadi
pilihan vyang meringankan bagi
koruptor karena koruptor tidak
perlu mengeluarkan harta mereka
dengan menjalani hukuman subsider.

Lain halnya dengan hukuman uang
pengganti yang bersifat memaksa
yang telah diatur dalam PERMA
Momor 5 Tahun 2014. Dalam PERMA
tersebut dijelaskan bahwa uwang
pengganti wajib dibayarkan oleh
terpidana dan jika tidak maka laksa
dapat menyita harta benda terpidana
sebagai bemtuk ganmti kerugian. Dan
jika harta benda terpidana tidak
mencukupi untuk mengganti kerugian,
maka dapat diganti dengan subsider
penjara. Berdasarkan aturan tersebut,
menurut data dari ICW pengenaan
uang pengeganti pada awal 2019 hanya
berkisar Rp 183 miliar sedangkan
kerugian mencapai Rp 2132 triliun
dan sisanya digantikan dengan
hukwuman subsider penjara.

erdasarkan fakta-fakta diatas, implementasi di
lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang
masyarakat harapkan. Hukuman penjara dinilai lebih
dominan diterapkan daripada hukuman yang berori-
entasi kepada nilai ekonomi seperti denda dan uang pengganti
yang justru dibutuhkan terutama dalam masa pandemi seperti
ini. Walaupun dalam peraturan dan undang-undang yang ada
bertujuan untuk menekankan pada aspek penggantian
kerugian, namun pada nyatanya hukum formil masih terpaku
kepada follow the suspect bukan follow the asset. Selain tidak
memberikan manfaat secara ekonomis, hukuman penjara juga
tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Terlebih ketika
vonis penjara pokok maupun penjara subsider yang diberikan
teramat rendah. Hal tersebut dapat menimbulkan perspektif
di masyarakat bahwa korupsi sebagai “Kejahatan Luar Biasa®
myatanya dalam penangananmya justru “biasa biasa saja®.
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Jadi gini, kale lo pernab denger pemerintal mau bacgun Jurassic park di Taman

Rasional Komede, pah di Labuan Fajo pemerintab juga mau membangun bal yaog mirip
rib, yaitu pembangunan kawasan wisata premiue yang akan mengalibfimgsikan lahan
butan seluas 400 hektare di kawasan Hutar Preduksi Nggorang Fowosie kepada Padan
Otoritas Pariwisata Labuar Fajo Flores (EOP LEF). Perbagiarnya meliputi 114,73 ha
zova budaya, 52,51 ba zona rekreasi dan hiburar, 89,25 ba zona alam liar dan 13243 ba
zova petualangan. Ya ¢lab pak, Dora kali ah bertualang!
Gak abis sampai disitu, bertagai kalangan termasuk elemen sipil Labuan Fajo menclak
keras kebijakar ini. Katarya sib, kawasan butan Eowosie adalah kawasan tatu gamping
dan karst. Nab, sumber air yang akan didapatkan tergantung dari suplai air yang
didapat dari butan Bownise. Kalo butannya aja ditabat, girana mau dapet sumber air?
selain ity, butan ici merupakan sumber air bersih untuk berbagai wilagah di Kota
Labuar Baje. Lagian, sedari dulu scbelum adacya permbanguran pariwisata super
premium, hutan  Powesie merupakan butan adat yang memiliki fungsi ekolegi penting
bagi masyarakat sekitar.

Hadub, pusing deb ab!

4 Proyek ini juga dipermudab melalud
e p tertitnya Perpres Ne32/2018 yang
- mengatur perubaban  status  dan
peracfaatar 400 hektar butan
Fowesie di Kabupaten Marnggarai
Barat. Hal itu discbutkan dalam
pasal 25 ayat | buraf A yang
meminta  Kewmentrian  Lingkurngan
Hidup dan Permerintah Dacrah untuk
mwenpercepat perubaban
peruntukan  dan fungsi kawasan
butarn menjadi kawasan bukan hutan
dan skema izin usaba pemanfaatan
jasa  lingkungan wisata  alam
(1IUPSWA).

.
Eits. tapi kata Pak
Sandiaga Uno, pembangusan
ini memastikan akan ’

mergedepackarn prinsip-

prinsip pariwisata
berkelarjutan dalam
pergembangan Destinasi

Super Pricritas (DSP) Labuan
Eajo. Feda dari Pak Sandi,
menurut aktivis komodo yang Nab, jadi

gimara nilh pak Sandi? Kalau
Adilarsir dari akun twitter Tementingkan aspek sosial dan lingkungan, kecapa

protesrya ada dirara marva? Eabkarn dari para abli dan

@RawanFaikKomedo gini nik.
warga lokal sendiri. Hadeceh..

Alib-alib memikirkan kritik dari UNESCOPEE, penggiat lingkungan dan aktivis
Ickal, pemerintal: cenderung lebik fokus kearal ckoromi yang akan dibasilkan dan
investasi besar-besaran. Hal ini dituktikan dengan bungi Perpres No52/2018  pasal 27
ayat 1 yang memberikar kermudahar tagi badan usaba yang akan melakukarn usaba pada
Kawasan Labuan Fajo Flores.

Padahal nib bapak/itu sekalian, selama ivi alam juga udab pgasib kentribusi
eckonomi kek melalui surmber daya alami yarg dibasilkan. Pentuk basil dari ekenormi gak
barus uang kan? hebe.

Scbagai wisata ekslusif, pada tabur 2019 direncacakan barga tiket masuk ke
Kawasan Latuan Fajo Flores menyentub angka 14 juta rupiab, Widikh, cecok tener nih
jadi wisata ekslusif icfluencer sama pejabat whkwk..

Dari semua point diatas, pertanyaanya adalal, pembangucan ici untuk siapa sib
scbenernya? untuk investor dan hituran kalangan atas atau untuk masyarakat dan
lingkungan alam? Gimana vib menurut kalian?

DERMAGA MULTIPURPOSE ~ TRESTLE
12mx20m 0oOmxI2m

DERMAGA CURAH CAIR
120m

LAP, PENUMPUKAN PETIKEMAS




MAJALAH KABAR HUKUM JULI 2021

LAPOR KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP ANAK MELALUI SAPA 1291

Hari anak nasional selzin sebagai ajang perayaan, hendaknya turut mengingatkan kita terhadap
kasus kekeresan terhadap anak yang tak bunjung usai. Berdasarkan data dari SIMFONI PRA, pada
tahun 2021 terdapat 3122 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi olsh kekerssan
sebsual

A fa s, Fher Srbe e
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Terkait dengan tingginya anghka tersebur,
Kementrian Perlindungan Perempuan dan
Anazk (PFPA) memaksimalkan pelayananmya
melalui layanan call center Sahabat
Perempusan dan Anak [SAPA) 129, vang
dicgrasikan mulai Mei 2021, Call center ini
menernma & jenis pelayanan antara lain,
pengaduan, penjangkauan, pengelolzan kasus,
penampungan sementara, mediasi, dan
pendampingan korban

SAPA 129 merupakan implementasi dari
Peraturan Presiden Momaor 65 Tahun 2020
terkait penambahan tugas dan fungsi Kemen
FPPA4. Kehadiran Layanan Sahabat Perempuan
dan Anak [SAPA) 129 bertujuan untuk
mempermisdah akses bagi korban atau
pelapor dalam melakukan pengaduan kasus
keksrazan terhadap perempuan dan anak
zerta pendataan kasus.

A Mﬂfu

¥

Bagaimana cara pelaporannya”
Anda dapat langsung menghubungi nomaor 128
lewat ponsel pribadi anda. Mamun, SAPA 129
juga dapat dihubungi via Whatsapp dengan
cara-cara sebagal berikut,
1. Masukan nomor Call Center SAPA 129
yaitu O8M-129-129
2 Simnpan nomor [ayanan Call Center SAPA
129 terlebih dahulu
3.Buka applikasi WhatsApp, otomatis
terhubung dengan layanan Call Center
SAPATIG
A Langsung hubungi Call Center SAPA 129
melalui pesan Whatslpp, laporkan keluhan
zerta tindak kekerasan yang dialami ataw
mehhat suatu fenomena.

Yuk laporkan kasus kekerasan anak dam
perempuan mulai dari sekarang!
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ARTIS CILIK D \'\HPU(L
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Taukan kasus sinetron “Zahra indosiar” yang
merual polemik di kalangan masyarakat? ituloh,
gretron yang memakal aktriz dibawah umur untuk
peran yang tidak sesuai dengan umurnya dan
melakukan adegan kurang pantas bersama aktor
in yang lebih tua

Terus kalaukalian ingat, ada juga sinetron "Cinta

At yang mana pada saat itupemeranutamanya

Shireen Sungkar mash berusia 15 tahun dan harus

memainkan peran yang lebih dewasa darjumurnga

Wa duh waduh, gimana inl Miskah?
Emang sih, fenomena artis cllk udah marak dari duu. Dan
mulai jamannga Baim sampal zamanrya Rafatar artis clik
mashaja marak diduniahiburan Hnm, sebenernya
adarya artis cilik terma suk ek ploitasl bukan sh? Terus,
boleh gak sih seorang anak memainkan peran orang
dewasadalam sebush adegan sinetron ataufilm ?
Kalomerurut Undang-Undang penylaransih, gak ada
aturan resminih perihal tidak diperbolebkarnya searang
anak memairkan peranyangleblh dewasa. Sedangkan
dalam P3SPS cumadisihggung mengenal waktu pengiaran
program khusus anak. Namun, dalam Pasal 1I5SBABX agat 1
dis ebutkan b alwa “Program siaranwajib memperhatikan
danmelindungi kepentihgan anak-anak dan a tau remaja”™
Jadi, folusnya lebh kepada program slarannya bukanpada
proses produlcinga.

Lantas kenapa sinetron Zahra dianggap melanggar aturan
yang ada? Jadi gini dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak disebutican bahwa orang tua difaranguntuk
mengizinkan pernilaha n anak, ya ng mana dalam adegan
sinetron tersebut terdapat sebuah jalan cerita dimana
Zahra dipaksa orang tuanga untuk menkahi Pak Tirta, tentu
hal tersebut meryalah undang-undang Zahra uga
beradegan yang tidak s esual dengan umurrya bersama Pak
Tirta yang dapat menganggu perkembangarnya.

Waduh kalb mazalahinizh Production House jelas telah
melanggar salah satuhak anak yaitu, “dilndungl dari
periakuanyang salah® dengan menguruh seorang anak
memerankan peran dewas ayang tidak sesual dengan
umurnya. Periakuan Production House ke Zahra jeln s salah
fahya

Terus, apakah Fahra, Shireen sunghar, Rafatar, dan Baim telah diskaploitas? Menurut PutiPrigana.
SH_WMH diog en Hukurn Perindungan Anak Falkutas Hukum UNSIKA, kita periu memibedakan mana.
ekzploitas rranap erkembangan minatdan bakat anak, kalokata BuPuti nilh_

"Anak tidak boleh dipekerjakan karna anak harus diiviungl dar] ekaploicasl. Dikecuslilan jila hal

ters sbut sebagai bentuk perkemba ngan bakat danminat bagi secrang anak, dalam Undang-Undang
Heteragakerjaan yang dulu, juga gak diperbolehikan mempelkerjakan anak_Anak boleh dipsloerjakan
unituk uein 13 sampal 15 tahun azal tidak boleh mengganggu perkembangan dankesshatan & anak.
Seharuenya, dalam dunia hibur-an lebih menekankan pad a hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak *

Selanjutrya, belau juga menjelas kan bahwa, “Eksploitas artings memanfasatia nkemampusnatau
tenaga anak agar mendags tkan keuntungan ma teril. Namun, ketilka anak tersebut berperan sebagal
artis dananakngs setuls bubukan ek ploftasl. Yang harus diperhatikana dalah dalam sebusahkontrak
produlsl seharusnys anak tidak bekera'syuting sarmpaimalam hari yang dapat menganggu tumbuh
kerrbang & anak™

Hah, gitu temen temen kalo kata Bu Putl Yah intinga rmah seharuenga orang tus sebagal garda
terdepan harus pela terhadap hak-hak anak Kita nh, sebagaimahasiswa yang belum jadl orangtua
Juga harus punys belkal ity, dan lebih pelea terhadaphak-hak anak diz ekitar kita. Jadl, kalo nant anak
kita jadiartis, mudah-rmudahan ga akan viral karna kezalahan kagak sinetron Zakra hehe

By AHHA

Jika anda seorang jaksa, apa hulkuman yang pantas dengan pas alberaps yang seharusnya dituntut
peda kasus diatas sertejenis dalovasn yang mana yang akan dia julan ke pengadilan?

Saya sendirl menilal dakwas nyang haruenyga d tunbut pidans pemburuhan pemerkos aandan
o T T

Jika anda seorang penasehat huoum terdakeea, apa sajs yang dapgat anda bela dari seorang terdalova
dalarm ke us diatas?

Heak uniuk meribela difl dan upays band ing serta meneliti kejivwaan pelaku

Jika anda seorang hakim dalam pengadilanneger, bagaimana seorang hakim akoan memubus ks
diataz dengan seadl ading?

Mendengar penjeiasandari kedua pihak serta menelitl barang bulkti dan relkonetruka keadian dan
mienjatuhkan & sush vonis hulurman

HOT NEWS - BLINIK HURLIM




LEMBAGA PENDIDIK
KOK KORUPSI?

Korupsi terutama di bidang pendidikan sudah
sering melanda Indonesia. Menurut mantan
wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang
dilansir dari detiknews.com disebutkan bahwa,
korupsi dana pendidikan banyak ditemukan
karena anggaran disana sangat banyak
mencapai 20 persen dari APBN. Lantas,
bagaimana korupsi dalam ranah pendidikan
jika dilihat dari kacamata hukum?

Tim redaksi telah mewawancarai salah satu
dosen tindak pidana khusus, Aryo Fadlian ,SH.,
MH, Untuk membahas korupsi didunia
pendidikan,

Menurut belian, perilaku korupsi di bidang
pendidikan werkadang werjudl anpa disudard
dan sudah menjadi budaya turun-temuran.
Contohnya adalah gratifikasi dan suap. Kedua
jenis perilaku korupsi tersebut dianggap sepele
karena dalam praktiknya gratifikasi serta suap
terkadang  dianggap sebagai  budaya
“terimakasih” semata.

Berdasarkan pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999
jo UU No. 20/2001, menjelaskan bahwa
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atan p(‘l\\ll‘]l‘ﬂggl]‘ﬂ lll‘g.ﬂi‘.’l diangzzp
pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban
tugasnya”

22’ About FH
TS TS

Lalu bagaimana hukuman yang tepat bagi
pelaku  korupsi dibidang pendidikan?
Selanjutnya beliau mengatakan bahwa,
“Untuk hukuman pemberat sebenarnya
tidak ada aturan khusus. Lama ancaman
hukuman tergantung fakta persidangan dan
tergantung berjalannya persidangan, namun
jika pelaku korupsi adalah civitas akademik,
maka hukuman moral adalah salah satu
hukuman yang berat. Hal itu dikarenakan
masyarakat menganggap civitas akademik
sebagai orang yang berpendidikan. Lalu jika
terjadi korupsi, maka hal tersebut menjadi
hal yang aneh”

Yang menjadi  pertanyaan  sclanjutnya
alzlah buagalmans cara melaporiin dugaan
korupsi di bidang pendidikan? selanjutnya
beliau menerangkan bahwa,

"Jika kita mencium indikasi korupsi, teman
teman dapat melaporkannya ke internal
kampus terlebih dahulu, misalnya pada
fakultas hukum dapat melaporkannya ke
otoritas yang berwenang, yaitu ke dekan
atau rekrorat. Jika tidak bisa diselesaikan
secara internal, baru ke pihak yang
berwenang, namun saran saya laporkan ke
internal terlebih dahulu. Dan pelapor dalam
hal ini juga akan dilindungi oleh penegak
hukum, karena di dalam penegak hukum
sendiri ada lembaga perlindungan saksi dan

korban®
/ 7/

Beliau juga menambahkan, “Terkait dengan pelaporan perlu dicatat juga bahwa alat bukti
dalam TIPIKOR harus lebih dari dua alat bukti karena ditalcutkan jika hanya dua alat bukti,
maka alat bukel tersebut kurang. Alat bukt juga dapat bermacam-macam jenisnya misalnya
uang, bukti transfer, barang kekayaan dll. Alur pemeriksaan korupsi ditingkat pendidikan juga
sama halnya seperti hasus dugaan lorupsi lainnya, yaitu melalul proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, lalu diajukan ke pengadilan”™

Terkait dengan hal ini, tim redaksi telah menanyakan pendapat dari teman-teman mahasiswa
Fakultas Hukum UNSIKA rterkait korupsi didunia pendidikan. Salah secorang mahasiswa
mengatakan bahwa

"Korupsi dibidang pendidikan harus dinsut tuntas terlepas dari mencemarkan nama baik
kampus atau tidak. Dan zaya kiras mahasiswa tidak terlalu memperdulikan siapa-siapa saja
yang korupsi. Yang diperdulikan adalah, bagaimana peran kita dalam menangani hal tersebut”

Hmm, jadi gimana menurur kalian soal korupsi dibidang pendidikan? Apakah hukuman dan
sanksi yang ada telah sesuai dengan kerugian yang dihasilkan?




